
 

 

 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK 

PIDANA MODIFIKASI KNALPOT SEPEDA MOTOR 

(Studi di Polresta Bandar Lampung) 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

 

JOSE PERNANDES TOGATOROP 

NPM 1812011158 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023



 
 
 

 
 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK 

PIDANA MODIFIKASI KNALPOT SEPEDA MOTOR 

(Studi di Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

JOSE PERNANDES TOGATOROP 

Melakukan modifikasi knalpot sepeda motor melanggar ketentuan dalam Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi 

knalpot sepeda motor di Bandar Lampung dan apakah faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi 

knalpot sepeda motor di Bandar Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah 

yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan.  

Berdasarkan penelitian, proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

modifikasi knalpot sepeda motor saat ini dilakukan secara terus menerus baik 

dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Penegakan hukum pidana secara aktif 

dilakukan melalui proses razia dan patroli rutin oleh Satlantas. Penegakan hukum 

pidana secara pasif dilakukan dengan menggunakan media tilang elektronik. 

Faktor dominan yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana modifikasi knalpot adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. 

Faktor penegak hukum karena kurangnya disiplin yang dimiliki oleh Satlantas 

dalam melakukan patroli rutin dan proses penegakan hukum yang dilakukan tidak 

merata. Faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.  

Saran dalam penelitian ini adalah agar Satlantas Polresta Bandar Lampung 

memaksimalkan penegakan hukum secara aktif dan secara pasif. Penegakan 

hukum secara aktif misalnya melakukan patroli yang rutin dan penegakan hukum 

secara pasif misalnya dengan memanfaatkan media tilang elektronik. Selain itu, 

supaya aparat penegak hukum meningkatkan kualitas kerja dan pengetahuan 

hukum masyarakat agar dapat ditingkatkan untuk menghindari tindak pidana lalu 

lintas.  

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Modifikasi Knalpot.  



 
 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

ANALISYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON CRIME OF 

MOTORCYCLE EXHAUST MODIFICATION  

(Bandar Lampung City Resort Police Research) 

 

By  

JOSE PERNANDES TOGATOROP  

Modifying a motorcycle exhaust violates the provisions of the Traffic and Road 

Transport Act. The problem in this research is how is the enforcement of criminal 

law against the modification of motorcycle exhaust in Bandar Lampung and what 

are the factors that influence the enforcement of criminal law against the 

modification of motorcycle exhaust in Bandar Lampung. The approach used is 

normative juridical and empirical juridical with primary data sources and 

secondary data sources. Data were collected through library research and field 

studies. The resource persons in this study were two Traffic Police Officers, one 

Criminologist and one Academician of the Criminal Law Department.  

Based on the research, the criminal law enforcement process against the criminal 

act of bicycle exhaust modification is currently being carried out continuously, 

both actively and passively. Criminal law enforcement is actively carried out 

through a process of routine raids and patrols by Traffic Police. Passive criminal 

law enforcement is carried out using electronic ticket. The dominant factors that 

influence the enforcement of criminal law against the criminal act of modification 

of the muffler are law enforcement and community factors. The law enforcement 

factor is due to the lack of discipline possessed by the Traffic Unit in carrying out 

routine patrols and the law enforcement process is carried out unevenly. 

Community factors due to lack of public legal awareness.  

The suggestion in this study is that the Bandar Lampung Police Traffic Unit 

maximizes active and passive law enforcement. Active law enforcement, for 

example by conducting routine patrols and passive law enforcement, for example 

by using electronic ticketing media. In addition, so that law enforcement officials 

improve the quality of work and legal knowledge of the community so that they 

can be improved to avoid traffic crimes. 

Keywords: Enforcement of Criminal Law, Modification of Exhaust. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang sangat penting dan dibutuhkan 

untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa 

kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Seiring 

perkembangan jaman beberapa pemilik kendaraan bermotor memodifikasi 

kendaraannya untuk disesuaikan kebutuhannya. Banyak kita temui pemilik 

kendaraan bermotor melakukan modifikasi  karena ingin memiliki ciri khas pada 

kendaraannya. Ketidakpuasan pemilik kendaraan bermotor atas tampilan standar 

pabrik, mengakibatkan pemilik melakukan modifikasi. 

Tampilan asli dari kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat 

transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, 

sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap 

kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Pemilik sebuah 

kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan 

adalah bagaimana mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Anak-anak 

muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi 

kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan 
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proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna 

memperindah tampilan kendaraan mereka. Proses modifikasi dari yang ringan 

sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan 

lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenamya adalah hanya untuk lebih 

gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun pengganti body, plat nomor, cat, dan 

sebagainya bisa membuat motor benar-benar menarik dan lebih bagus tergantung 

selera.1 

Saat ini modifikasi kendaraan bermotor banyak dilakukan oleh anak remaja, 

namun tak jarang juga orang dewasa memiliki  ketertarikan untuk melakukan 

modifikasi. Proses ketika melakukan modifikasi khusus dari yang ringan hingga 

yang benar-benar merubah hampir semua tampilan semua tampilan kendaraan 

bermotor bukan merupakan suatu fenomena yang tabu yang terjadi dewasa ini. 

Tujuan dilakukan modifikasi adalah ada yang hanya untuk sekedar hobi atau 

keinginan untuk mengikuti perkembangan di sekitar lingkungan tempat tinggal 

mereka. Akan tetapi, sebenarnya modifikasi kendaraan tidak dapat dilakukan 

secara sembarangan karena terdapat regulasi yang mengatur pelaksanannya.  

Meskipun peraturan yang mengatur pengguna jalan telah ada, tapi pada 

kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akibat 

kurangnya kesadaraan dari masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Salah satu 

pelanggaran yang paling sering dijumpai yaitu berkenaan dengan persyaratan 

teknis dan layak jalan kendaraan bermotor seperti yang telah diatur Pasal 48 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 

 
1 http://sains.kompas.com/read/2016/05/19/100500030/read-brandzview.html. Diakses 28 Oktober 

2021. Pada pukul 14.59 WIB 
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Dalam hal ini ada salah satu persyaratan teknis dan layak jalan yang paling sering 

diganti oleh pemilik kendaraan khususnya sepeda motor, persyaratan tersebut 

adalah knalpot bising yang seharusnya ditertibkan.  

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya 

menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan yang berkaitan dengan 

kendaraan bermotor seperti modifikasi. Jumlah kendaraan sepeda motor yang 

terkena tilang karena kesalahan menggunakan knalpot sepeda motor modifikasi 

terhitung dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 berjumlah 988 unit 

sepeda motor.2 Pada dasarnya untuk memodifikasi kendaraan bermotor harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1. Modifikasi kendaraan bermotor bisa dilakukan apabila sudah mendapatkan 

rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.   

2. Modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan di bengkel umum 

kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian. 

Bengkel resmi yang dimaksud adalah bengkel yang mempunyai surat izin.  

3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada 

Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan 

perubahan kendaraan bermotor dimaksud.3  

 

Tidak semua modifikasi kendaraan bermotor melanggar aturan. Kendaraan 

tersebut harus memiliki kelayakan untuk berjalan atau di kendarai agar tidak 

melanggar aturan yang berlaku. Kendaraan yang layak di kendarai memiliki 

persyaratan teknis. Persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) 

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 terdiri atas:  

a. susunan; 

b. perlengkapan; 

c. ukuran; 

 
2 Hasil wawancara dengan Arief Muliana selaku Basatlantas Satlantas Polresta Bandar Lampung, 

Kamis 16 Maret 2023    
3 https://www.jpnn.com/news/simak-aturan-memodifikasi-kendaraan-bermotor?page=2. Diakses 

28 Oktober 2021. Pada pukul 15.30 WIB 
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d. karoseri; 

e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 

f. pemuatan; 

g. penggunaan; 

h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau 

i. penempelan Kendaraan Bermotor.4  

Persyaratan layak jalan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor 

yang diukur dari aspek antara lain:  

a. emisi gas buang  

b. kebisingan suara  

c. efisiensi sistem rem utama  

d. efisiensi sistem rem parkir  

e. kincup roda depan 

f. suara klakson  

g. daya pancar dan arah sinar lampu utama  

h. radius putar  

i. akurasi alat penunjuk kecepatan  

j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi badan  

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.  

Kendaraan bermotor yang tidak memenuhi hal-hal yang tertulis di atas maka akan 

di anggap melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pada hari Minggu, 6 Juni 2021 di kawasan 

Senayan City, Jakarta Pusat, ada peristiwa yang sempat hangat dibahas di media 

televisi dan media sosial, dimana Polisi melakukan penilangan terhadap sebuah 

motor pabrikan Ducati yang menggunakan knalpot standar dari pabrik5. Peristiwa 

tersebut memunculkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat terkait ukuran 

yang digunakan pihak Kepolisian dalam melakukan tilang terhadap knalpot. 

 
4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
5 https://oto.detik.com/catatan-pengendara-motor/d-5596350/viral-knalpot-standar-ducati-ditilang-

polisi-ini-kronologinya. Diakses 10 Maret 2022. Pada pukul 14.00 WIB 
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Banyak masyarakat mengeluarkan kritik terhadap kinerja pihak Kepolisian terkait 

kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Knalpot Sepeda Motor “ (Studi di 

Polresta Bandar Lampung).  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi 

knalpot sepeda motor? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda motor? 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan pada 

penelitian skripsi ini terkait dengan ilmu hukum pidana terhadap analisis 

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda 

motor berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Ruang lingkup wilayah dalam penulisan skripsi ini yaitu 

wilayah hukum Bandar Lampung.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah:  

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

modifikasi knalpot sepeda motor di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda motor. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yakni kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep 

pemikiran secara lebih logis, sistematika terkait penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda motor di Bandar Lampung 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penyusun khususnya dan pembaca pada umunya, serta memberikan 

masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda motor. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Pada suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana 

dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah 

disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau 

analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang 

akan dikaji dalam skripsi ini.6 Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang 

sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan 

yang pada dasarnya untuk  mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang 

dianggap relevan oleh peneliti7. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, 

maka Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang 

diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang 

dimilikinya. 

a. Penegakan hukum pidana 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

bagian yaitu:  

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 

ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup 

aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi 

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat 

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup 

yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.  

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum 

 
6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm,220.   
7 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Bandung: UI Press Alumni. hlm. 125. 
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pidanayang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement 

dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan 

penegakan hukum secara maksimal.  

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, 

dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan 

dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan 

actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, 

maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai 

penerapan hukum pidana (criminal law application) yang 

melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya 

tentu saja lembaga penasehat hukum.8  

 

Penegakan hukum berfungsi sebagi perlindungan kepentingan manusia, 

agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat 

terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu 

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek 

terpenting dalamsuatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum 

tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan 

kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. 

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:  

1) Faktor Perundang-undangan  

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar 

Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, 
agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif 

dalam kehidupan masyarakat.  

 
8 Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam 

Perspektif Restoratif Justice, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16 No. 3 (September 2016), 

hal 341. 
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2) Faktor penegak hukum 

 Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak 

hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses 

penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan 

berbagai masalah.  

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum  

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa 

adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut 

antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 

organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang 

cukup.  

4) Faktor masyarakat  

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang 

dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan 

hukum.  

5) Faktor kebudayaan  

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses 

internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan 

berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan 

bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk.9 

 

 

2. Konseptual 

Konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan diteliti atau diinginkan.10 Kerangka Konseptual adalah 

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah-istilah 

yang ingin atau akan diteliti.11 Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi 

 
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali 

Press, Jakarta, Hlm.47. 
10 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta: 2012, hlm. 105-106.   
11 Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru. Jakarta:Rajawali Pers. hlm.22. 
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yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.12 Adapun istilah yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Penegakan Hukum Pidana 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

bagian yaitu:  

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi 

secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup 

aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi 

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat 

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang 

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.  

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum 

pidanayang bersifat total tersebut dikurangi area of no 

enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum 

diharapkan penegakan hukum secara maksimal.  

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, 

dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan 

dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan 

actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, 

maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai 

penerapan hukum pidana (criminal law application) yang 

melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya 

tentu saja lembaga penasehat hukum.13  

 

b. Tindak Pidana Modifikasi Knalpot Sepeda Motor 

Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda 

 
12 Fred N. Kerlinge. Asas –Asas Penelitian Behavioral Edisi Indonesia. Yogyakarta. Cetakan 

kelima. Gajah Mada University Press. hlm. 4. 
13 Sri Mulyani , loc. cit. 
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pidana.14 Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2022 Tentang kendaraan memuat modifikasi kendaraan 

bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, 

dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Dari pengertian 

tersebut, penulis mengartikan tindak pidana modifikasi knalpot sepeda 

motor adalah perbuatan mengubah knalpot sepeda motor yang dilarang 

dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbutan tersebut dapat 

dijatuhi pidana. 

c. Sepeda Motor 

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dimuat pengetian sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor 

beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta 

samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.  

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut :  

I. PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan koseptual, serta sistematika penulisan.  

 
14 R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang 

Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian- 

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan 

yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek.  

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah 

yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta 

metode analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang akan 

menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana modifikasi sepeda motor di Polresta Bandar Lampung.  

V. PENUTUP  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara 

ringkas dari hasil penelitian dan memuat tentang saran penulis yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 



 
 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penegakan Hukum Pidana  

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul 

Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

bagian yaitu:  

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive 

law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin 

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum 

acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di 

samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri 

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu 

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). 

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.  

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal.  

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.15  

 

Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana mengatakan bahwa 

penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:  

 
15 Antonius, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan 

Tanpa Izin di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Jurnal 
Nestor Magister Hukum. Volume 4 Nomor 4 (2017), hal. 11. 
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di 

sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.  

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan.  

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 

tersebut.16  

 

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-

akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah 

penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi 

kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving. Berbeda 

dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan 

yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut 

law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu 

lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum. 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.17 Sedangkan 

menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru 

yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah 

melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum 

dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi 

 
16 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23 
17 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm.109. 
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administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.18  

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui 

penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena 

dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.19  

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:  

1. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto  

Penegakan hukum pidana in abstracto dikonsepsikan sebagai suatu upaya 

untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum 

pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam 

konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) 

yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-

tindakan yang dilarang oleh aturan itu.20  

 

 
18 Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada -

University Press, hlm. 398 – 399. 
19 Imam Sukadi, Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Risalah Hukum. 

Vol. 7 No. 1 (Juni 2011), hal. 40.  
20 Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas 

Hukum), Jurnal Hukum. Vol.15 No. 2 (April 2008), hal 223.  
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Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap 

pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat 

diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ 

formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan 

perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana 

yang berupa, yaitu:  

a. Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)  

b. Kesalahan (schuld/guit/mens rea)  

c. Pidana (straf/punishment/poena)21  

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari 

keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya 

juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP in abstracto dan 

in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem hukum 

nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan 

pembangunan nasional (national development policy). Sistem penegakan 

hukum pidana yang integral perlu dilihat secara in abstracto (law making and 

law reform) karena PHP in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan 

(formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap 

legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum in abstracto 

dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-

undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis 

dari proses penegakan hukum in concreto. Sistem penegakan hukum pidana 

 
21 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka, Semarang, 2007, hal. 26. 
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yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and law 

reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena 

belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari subsistem (komponen) 

sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana 

materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang 

seharusnya integrated legal system atau integrated legal substance.  

2. Penegakan Hukum Pidana In Concreto  

Penegakan Hukum Pidana In Concreto merupakan tindakan konkret aparat 

penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih 

abstrak tersebut.22 Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:  

a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)  

b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang 

dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.23  

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses 

penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri 

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan 

kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana pada tahap in concreto 

(tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan 

kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum 

yang korup dan kolutif dengan pelaku tindak pidana.  

 

 
22 Mahrus Ali , Loc.cit. Hlm 223. 
23 Barda Nawawi Arief, 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Prenada Media.  hlm 78-79. 
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Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil 

yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik 

oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan 

hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk 

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.24  

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat 

sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncakan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai 

aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada 

pidana dan pemidanaan.  

Tahap-tahap tersebut adalah :  

a. Tahap Formulasi  

Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih 

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan 

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan 

legislatif. 

b. Tahap Aplikasi  

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap 

penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari 

kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan 

persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas 

ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai 

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.  

 
24 Farid Zainal Abidin. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35 
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c. Tahap Eksekusi  

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) 

secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini 

aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan 

pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang 

ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan 

pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman 

pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.25  

 

B. Modifikasi Knalpot Sepeda Motor 

1. Pengertian Modifikasi Sepeda Motor 

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan26. Banyak 

pengertian modifikasi dan secara umum modifikasi dapat diartikan sebagai 

proses merubah bentuk sebuah barang dari yang awalnya kurang menarik 

menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi asli barang tersebut, serta 

menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya.  

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari kata 

“modifikasi berarti ubah, pengubahan, perubahan” dan kata motor yang berarti 

“mesin yang menjadi tenaga penggerak sepeda yang digerakan oleh mesin 

sehingga dapat bejalan dengan pengendaraan orang”.27 Apabila kata modifikasi 

dan motor digabungkan maka akan menimbulkan pengertian yang baru yaitu 

proses perubahan kendaraan bermotor. Maksud dari perubahan kendaraan 

bermotor adalah sepeda motor yang awalnya standar pabrikan diubah menjadi 

 
25 Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 

157. 
26 http://kbbi.web.id/modifikasi. diakses Tanggal 28 Oktober 2021 
27 Teguh Imanto, Proses Visualisasi Modifikasi Motor, Inosains. Vol. 9 No. 2 (Agustus, 2014), hal. 

95. 
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bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu sesuai dengan 

kreativitas perancangannya. Bagian tertentu yang diangkat dalam tulisan ini 

adalah knalpot sepeda motor.  

Dalam proses modifikasi sebuah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, 

ada tiga klasifikasi modifikasi yang dilakukan oleh pecinta otomotif 

diantaranya adalah: 

a. Modifikasi Sedang 

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan mengubah hanya beberapa bagian 

yang ada pada motor dengan tingkat kewajaran sedang atau menengah 

seperti mengganti knalpot, ban, velg, suspense, serta penggantian warna 

beberapa bagian atau seluruhnya. 

b. Modifikasi Berat 

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan maksud menghasilkan bentuk 

motor yang baru dengan cara merubah keseluruhan bagian motor. Pada 

kategori modifikasi berat, hampir semua bagian-bagian penting yang ada 

dalam sebuah motor mengalami perubahan, seperti rubahan pada dapur pacu 

atau mesin motornya dan termasuk perubahan kerangka motor. 

c. Modifikasi Ekstrim 

Modifikasi motor untuk kategori ekstrim hampir sama dengan kategori 

berat, akan tetapi perubahan yang dilakukan agak menyimpang dan terlihat 

ekstrim, bahkan perubahan yang dilakukan tidak mengindahkan keselamatan 

berkendara. Pada kategori modifikasi ekstrim, hampir bagian-bagian penting 
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sebuah motor mengalami perubahan. Modifikasi seperti ini dilakukan untuk 

menghasilkan bentuk baru, unik,  antik, serta yang lainnya28 

Modifikasi kendaraan bermotor adalah proses pengubahan spesifikasi teknis, 

dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap 

kendaraan bermotor yang dimodifiaksi yang menyebabkan perubahan tipe 

berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian 

rancang bangunan rekayasa kendaraan bermotor.  

2. Pengaturan Modifikasi Sepeda Motor 

Kendaraan bermotor terdiri beberapa jenis, salah satunya adalah sepeda motor. 

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan mengatur mengenai pengertian kendaraan. Adapun isi dari 

pasal tersebut berbunyi, “kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan 

yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.  

Pasal 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memberikan pengertian dengan 

memuat bahwa, “Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang 

digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di 

atas rel”. Kemudian, pengertian sepeda motor sendiri dimuat dalam Pasal 1 

Ayat (20) yang menyebutkan bahwa, “kendaraan bermotor beroda dua dengan 

atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan 

Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Berdasarkan beberapa pengertian 

yang didefinisikan dalam peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa sepeda 

motor termasuk dalam kategori kendaraan bermotor.  

 
28 Teguh Imanto, Ibid. hal. 95 
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Modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 “dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan 

kemampuan daya angkut)”. Pada ayat (2) Pasal yang sama diatur juga bahwa, 

“Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan 

berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya 

dukung jalan yang dilalui”.  

Kemudian, Kendaraan Bermotor yang telah dimodifikasi sehingga mendapat 

perubahan persyaratan konstruksi dan material harus dilaksanakan uji tipe 

ulang” sebagaimana diatur dalam Ayat (3). Selanjutnya pada ayat (4) diatur 

pula bahwa, “Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang 

tersebut harus pula dilakukan registrasi dan identifikasi ulang”.  

Pasal 51 Ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, 

“ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan 

peraturan pemerintah”. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi diatur 

lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 

Tentang Kendaraan (PP No. 55/2012) bahwa modifikasi kendaraan bermotor 

merupakan perubahan pada spesifikasi teknis dari dimensi kendaraan, mesin 

kendaraan, dan/atau kemampuan dari daya angkut kendaraan bermotor”.  

Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) 

dalam situs resminya memberikan pengertian bahwa, “Modifikasi adalah 

perubahan yang dilakukan pembuat dan/atau perakit dan/atau pemodifikasi 
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kendaraan bermotor terhadap ciri-ciri utama kendaraan dasarnya”.29 Modifikasi 

kendaraan bermotor sesungguhnya tidak dapat dilakukan tanpa izin dan oleh 

sembarang bengkel umum. “Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat 

dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM) dan wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang 

ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.  

Dari peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat bahwa “modifikasi terhadap 

spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut yang 

dilakukan tanpa mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek 

serta dilaksanakan oleh bengkel umum yang tidak ditunjuk oleh Menteri 

perindustrian merupakan suatu pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku” di masyarakat.  

Akan tetapi, dari peraturan-peraturan di atas tidak dijelaskan secara lebih rinci 

mengenai bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Menteri 

tersebut. Tidak ada penjelasan lanjut mengenai bengkel mana yang ditunjuk 

oleh menteri, dan apakah bisa suatu bengkel umum mengajukan diri sebagai 

bengkel yang berwenang untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraan 

bermotor. 

3. Syarat Teknis Modifikasi Motor  

Dalam Pasal 132 Ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 

55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan : 

 
29 Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Uji Tipe Available 

from http://bpljskb.hubdat.dephub.go.id/ujitipe. (Diakses 28 Oktober 2021). 
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a. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 

dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang 

merek 

b. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib 

dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh 

menteri yang bertanggung jawab di bidang indusri.   

Selanjutnya dalam Ketentuan Modifikasi kendaraan dalam Undang- Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah: 

Pasal 48 yang berbunyi : 

a. Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan 

layak jalan 

b.  Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

1) Susunan 

2) Perlengkapan 

3) Ukuran 

4) Karoseri 

5) Rancangan teknis kendaaan sesuai dengan peruntukannya 

6) Pemuatan 

7) Penggunaan   

8) Penggandengan kendaraan bermotor  

9) Penempelan kendaraan bermotor  

c. Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang- 

kurangnya terdiri dari:  
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1) Emisi gas buang 

2) Kebisingan suara 

3) Efisiensi sistem rem utama 

4) Efesiensi sistem rem parkir 

5) Kincup roda depan 

6) Suara klakson 

7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama 

8) Radius putar 

9) Akurasi alat penunjuk kecepatan 

10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan layak jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Pasal 49 berbunyi: 

a. Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor 

dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib 

dilakukan pengujian. 

b. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 

1) Uji tipe 

2) Uji berkala 

Pasal 50 yang berbunyi:  

a. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib 

dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan karet 
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tempel, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi 

kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. 

b. Uji tipe sebagimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas :  

1) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan 

yang dilakukanterhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan 

bermotor dalam keadaan lengkap, 

2) Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang 

dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, 

kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. 

c. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pelaksana 

uji tipe pemerintah.  

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana  sebagimana 

dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan pemerintah.  

Seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 

Tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala Dan Tanda Samping 

Kendaraan Bermotor, yaitu:  

a. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 

dan/atau memeriksabagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan khususdalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan layak jalan;  

b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam 

Keputusan ini disebut UjiBerkala adalah pengujian kendaraan bermotor 

yang dilakukan secara berkala terhadap setiapkendaraan bermotor, kereta 
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gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;  

c. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan 

bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa 

mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,kendaraan khusus, 

kereta gandengan dan kereta tempelan;  

d. Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan 

ini disebut Buku UjiBerkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk 

buku yang berisi data dan legitimasi hasilpengujian berkala setiap 

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan 

khusus;  

e. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan 

ini disebut Tanda UjiBerkala adalah tanda bukti lulus uji berkala 

berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayahpengujian, nomor uji 

kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen padatempat 

tertentu di kendaraan;  

f. Tanda samping kendaraan bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini 

disebut Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji 

berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan 

menggunakan stiker pada bagian sampingkanan dan kiri kendaraan 

bermotor;  

Apabila melakukan modifikasi dan tidak melanggar dari uu maka modifikasi 

tersebut di perbolehkan modifikasi juga memliki dampak positif yaitu 

mempercantik dan memperindah kendaraan kita selagi memiliki batasan yang 

aman untuk di kendarai, dan apabila ingin merubah struktur dan kerangka dari 
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kendaraan bermotor tersebut khususnya motor maka harus di lakukan tes uji 

tipe kelayakan dari kendaraan apakah layak di gunakan dan aman digunakan 

untuk sehari-hari. 

Pasal 52 yang berbunyi : 

a. Modifikasi kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 

1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. 

b. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak 

boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, 

serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. 

c. Setiap kensaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah 

persyaratan kontruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. 

d. Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. 

Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka 

wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab 

di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila 

kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka inslansi yang 

berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini 

Kementerian Perhubungan. 

Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di 

bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada 

Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan 

hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No.55/2012. 
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Berdasarkan hal-hal saya sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak 

yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotomya, diwajibkan 

untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam 

Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

yaitu. 

a. Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf 

b  diberikan oleh: 

1) petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan atas usul gubemur untuk pengujian yang dilakukan 

oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan 

2) petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit 

pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana 

pengujian swasta. 

b. Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. 

4. Jenis Modifikasi Sepeda Motor yang Melanggar Peraturan 

Memodifikasi kendaraan bermotor memang sering kita jumpai di kalangan 

masyarakat. Atas dasar fenomena tersebut muncul pertanyaan apakah semua 

jenis modifikasi bisa dikatakan melanggar aturan, sebagai contoh yang paling 

sering kita jumpai dalam hal memodifikasi kaca spion. Kaca spion juga 

termasuk dalam modifikasi kendaraan akan tetapi tidak bisa dikatakan hal 
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tersebut merupakan tindakan melanggar peraturan. Apabila kaca spion tersebut 

masih bisa digunakan dengan semestinya maka itu tidak melanggar peraturan 

modifikasi. Modifikasi kendaraan bisa mencakup banyak aspek, jika modifikasi 

yang dilakukan hanya sekedar memakai aksesoris pada kendaraan bermotor, 

maka modifikasi tersebut tidak melanggar aturan. Modifikasi seringkali di 

salah gunakan untuk kepentingan dan hasrat individu. Faktor penyebab 

terjadinya pelanggaran tersebut adalah kurangnya norma masyarakat serta 

kurang nya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 

Kurang nya kesadaran hukum pada masyakat mengakibatkan banyak terjadi 

pelanggaran hukum. Bentuk - bentuk pelanggaran modifikasi yang dilakukan 

oleh masyarakat yang melanggar aturan adalah modifikasi yang merugikan dan 

membahayakan bagi masyarkat yaitu modifikasi merubah bentuk kerangka 

kendaraan, menambah kecepatan kendaraan, kebisingan emisi gas buang, 

hilangnya fungsi penting pada kendaraan. merubah fungsi kendaraan yang 

semestinya.30 

a. Merubah kerangka kendaraan  

Kerangka kendaraan/sasis adalah adalah kerangka internal yang menjadi 

dasar produksi sebuah objek, sebagai penyokong bagian-bagian seperti 

mesin atau alat elektronik objek tersebut. Sasis dapat dianalogikan dengan 

kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, 

sasis terdiri dari kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem 

suspensi, dan mesin. Sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya 

 
30 http://usmanunram.blogspot.com/2015/OI/kesadaran-hukum.html. Diakses tanggal 12 

November 2021 

http://usmanunram.blogspot.com/2015/OI/kesadaran-hukum.html
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papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah 

kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan 

tersebut berubah dari bentuk aslinya. Sebagai contoh pada awalnya sebuah 

kendaraan roda dua kemudian dimodifikasi mengganti atau menambahkan 

kerangka Iain menjadi roda tiga, hal tersebut telah melanggar undang - 

undang yang berlaku. 

b. Menambah kecepatan kendaraaan atau merubah mesin kendaraan  

Banyak pemilik kendaraan bermotor yang ingin memiliki kendaraan 

bermotor yang lebih cepat, akibatnya tidak jarang orang memodifikasi mesin 

mereka dengan menggabungkan mesin kendaraan lain agar kecepatan nya 

bertambah. Masyarakat seakan tidak peduli dan tidak memikirkan resiko 

yang ditimbulkan dari mengubah mesin kendaraan yang berdampak 

membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.  

Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan 

memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan oleh Agen Pemilik 

Merek Kendaraan tersebut. Mengubah mesin memang tidak dilarang apabila 

kendaraan tersebut memang harus mengubah mesin tersebut, maksudnya 

adalah mesin yang kita gunakan mengalami gangguan atau kerusakan yang 

diharuskan mengganti mesin tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk 

melakukan perubahan tersebut. Pada saat kendaraan bermotor ingin 

mengubah atau mengganti mesin, mesin yang digunakan harus mesin yang 

sama dan tipe sama serta harus di uji tipe kendaraan tersebut apakah 

kendaraan tersebut aman digunakan.  
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c. Hilangnya fungsi penting pada kendaraan  

Kendaraan bermotor dilengkapi dengan fungsi-fungsi keselamatan bagi para 

pengguna kendaraan bermotor seperti yang tertulis dalam Pasal 48 Ayat (1) 

dan Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang berbunyi: 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan layak jalan.  

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. susunan;  

b. perlengkapan;  

c. ukuran;  

d. karoseri;  

e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;  

f. pemuatan;  

g. penggunaan;  

h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau  

i. penempelan Kendaraan Bermotor.  

Susunan yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf  a terdiri atas:  

1) rangka landasan;  

2) motor penggerak;  

3) sistem pembuangan;  

4) sistem penerus daya;  

5) sistem roda-roda;  

6) sistem suspensi;  
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7) sistem alat kemudi;  

8) sistem rem;  

9) sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:  

i. lampu utama dekat. wama putih, atau kuning muda;  

ii. lampu utama jauh, wama putih, atau kuning muda;  

iii. lampu penunjuk arah. wama kuning tua dengan sinar kelap-kelip;  

iv. lampu rem, wama merah; 

v. lampu posisi depan, wama putih atau kuning muda;  

vi. lampu posisi belakang, wama merah; dan  

vii. lampu mundur, wama putih atau kuning muda;  

10) komponen pendukung, yang terdiri atas: 

i. pengukur kecepatan (speedometer);  

ii. kaca spion;  

iii. penghapus kaca kecuali sepeda motor;  

iv. klakson;  

v. spakbor; dan  

vi. bumper kecuali sepeda motor  

 

Dari beberapa fungsi di atas dapat kita ketahui apa saja fungsi - fungsi 

penting dari kendaraan bermotor dan aturan bagi kendaraan bermotor yang 

standar untuk digunakan, fungsi-fungsi perlengkapan kendaraan tersebut 

berfungsi penting untuk keselematan pengendara. Kendaraan tersebut layak 

digunakan di jalan raya apabila memenuhi unsur susunan dari sebuah 

kendaraan bermotor.  
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d. Merubah fungsi kendaraan  

Kemajuan zaman sekarang sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat 

dalam menimbulkan ide-ide kreatif, termasuk dalam hal modifikasi 

kendaraan. Banyak masyarakat menyalurkan kreativitasnya dalam hal 

modifikasi akan tetapi tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Kendaraan 

bermotor memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda seperti hal nya 

kendaran truk yang berfungsi untuk mengangkut beban berat dan sepeda 

motor digunakan untuk pengendara yang menginginkan kendaraan yang 

simple dan mudah digunakan. Akan tetapi tidak jarang masyarakat ingin 

memenuhi hasratnya untuk mengubah fungsi asli dari kendaraan yang 

dimiliki nya, seperti kendaraan bentor (becak motor). Kendaraan tersebut 

dimodifikasi agar bisa mengangkut penumpang dengan kapasitas muatan 

yang lebih banyak dari pada kendaraan bermotor pada umumnya. Kita tidak 

mengetahui apakah kendaraan tersebut aman untuk digunakan, bahkan kita 

tidak mengetahui apakah bentor itu termasuk angkutan umum atau 

kendaraan bermotor biasa. Penyebab semua pelanggaran tersebut tidak lepas 

dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang akibat hukum dari 

pelanggaran yang dilakukan.  

C. Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan 
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perlindungan kepada masyarakat.31 Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip 

pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan 

ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi 

yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan 

ketertiban.32 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung 

dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi 

kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom 

dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ 

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:  

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

 
31 Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta 

Publishing. hlm. 111.   
32 Ibid. hlm. 117 
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2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1).  

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 

2002) dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

2. Menegakkan hukum  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:  

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan  

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan  

3. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan.  

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional  

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum  

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa  

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan  
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8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian.  

Tugas Kepolisian tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian juga memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Dalam  Pasal 259 Undang-Undang No. 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat bahwa:  

1. Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:  

a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

menurut Undang-Undang ini.  

2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. Penyidik; dan  

b. Penyidik Pembantu. 

Selanjutnya dalam Pasal 260 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: 

1. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan berwenang:  
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a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita 

sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan 

berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;  

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 

Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, 

dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;  

d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan 

Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;  

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan 

Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;  

g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;  

h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu 

Lintas; dan/atau  

i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 

2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 264 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan memuat bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: 

1. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan   

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



   
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan dua 

macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris.  

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai 

kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian 

hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, 

menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional 

pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan 

mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap 

masalah penelitian.33  

Pendekatan yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menelaah hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang akan didapat secara obyektif nantinya di 

lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada 

 
33 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 13-14.   
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identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui 

wawancarawawancara.34  

2. Pendekatan Yuridis Empiris  

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik 

berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan 

pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.  

B. Sumber dan Jenis Data  

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.35 

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan 

diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara 

dengan aparat penegak hukum / Polisi serta pemilik sepeda motor modifikasi. 

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi 

kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan 

 
34 Abdulrahman dan Soerjono Soekanto, Metode Peneletian Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta, 2003. 

hlm.56.   
35 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12   
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peraturan perunndang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik 

itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas di 

dalam membahas kendaraan bermotor. Bahan-bahan hukum primer yang 

kami gunakan diantaranya: 

1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan; 

2) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 

3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penguji 

Tipe Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan 

4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 

Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe 

Baru dan Kendaraan Bermotor 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan 

hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum dari kalangan 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti 

dalam penulisan skripsi ini.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri 

dari pendapat para narasumber dalam wawancara, kamus hukum, 

ensiklopedia, media massa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam 

penelitian skripsi ini.  



42 
 

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili 

pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas 

tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan 

pemberitaan di media massa. Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka 

data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang 

yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.36 Biasanya, informasi yang 

didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan 

pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain 

itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara 

merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan 

keterangn tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini 

dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara 

mendalam), Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah: 

1. Satlantas Polresta Bandar Lampung          : 2 orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum                            : 1 orang 

Universitas Lampung 

3. Ahli Kriminologi              : 1 orang + 

Jumlah              : 4 orang 

 
36 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175.   
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan 

(Field research). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan 

cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku literatur, 

peraturan perundang-undangan, media massa dan bahan tertulis lainnya 

termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan.  

2. Pengolahan Data    

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap 

sebagai berikut:  

a. Editing (Pemeriksaan Data)  

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk 

mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, 

jelas dan relevan dengan penelitian.  

b. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)  

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan 

sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat 

disusun secara sistematis.  
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c. Sistematisasi Data (Penyusunan Data)  

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai 

dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah 

dalam menganalisis data. 

E. Analisis Data  

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis data secara deskriptif   

kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan 

tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda 

motor berdasarkan data-data primer dan data sekunder. 



 
 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi knalpot 

sepeda saat ini dilakukan secara terus menerus baik dilakukan secara aktif 

maupun secara pasif. Penegakan hukum pidana secara aktif dilakukan melalui 

proses razia dan patroli rutin. Polisi lalu lintas melakukan pemberhentian 

sepeda motor kemudian melakukan pemeriksaan kesalahan serta pemberian 

surat tilang. Pelanggar melalui proses persidangan dan pembayaran tilang, 

kemudian sepeda motor diambil di kantor Satlantas Polresta Bandar Lampung. 

Penegakan hukum pidana secara pasif dilakukan dengan menggunakan media 

tilang elektronik (ETLE). Surat tilang akan dikirim ke alamat yang tertera 

dalam data pemilik kendaraan yang tertangkap kamera tilang elektronik, 

kemudian pelanggar melakukan pembayaran nominal sesuai surat tilang yang 

diberikan.  

2. Faktor dominan yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana modifikasi knalpot adalah faktor penegak hukum dan 

faktor masyarakat. Faktor penegak hukum karena kurangnya disiplin dan 

konsistensi yang dimiliki oleh Satlantas dalam melakukan patroli rutin dan 



81 
 

 

proses penegakan hukum yang dilakukan tidak mmerata. Faktor masyarakat 

karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana 

modifikasi knalpot sepeda motor.   

B. Saran 

Saran dari peneliti ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengurangi pelanggaran modifikasi knalpot sepeda motor di Bandar 

Lampung, Satlantas Polresta Bandar Lampung harus memaksimalkan 

penegakan hukum secara aktif dan secara pasif. Penegakan hukum secara aktif 

dilakukan dengan patroli yang rutin dan konsisten, dan penegakan hukum 

secara pasif dilakukan dengan memanfaatkan serta mengoptimalkan media 

tilang elektronik.   

2. Untuk menanggulangi kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana modifikasi knalpot sepeda motor di Bandar Lampung, 

sebaiknya aparat penegak hukum meningkatkan kualitas kerja dan 

kedisiplinan dalam melakukan penegakan hukum, dan kepada masyarakat 

Bandar Lampung sebaiknya ditingkatkan edukasi dan pemahaman mengenai 

pelanggaran lalu lintas khususnya tindak pidana modifikasi knalpot sepeda 

motor.  
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